PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU

KEMITRAAN EKONOMI
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 63/PMK.010/2017,
tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara
Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu
Kemitraan Ekonomi, telah diatur penetapan tarif
bea masuk atas barang impor dalam rangka Per-
setujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi
Tingkat Menteri pada tanggal 4 April 2017 yang
dipimpin oleh. Menteri Koordinator Bidang Per-
ekonomian, dan surat Menteri Perindustrian No-
mor 166/M-IND/4/2017 tanggal 12 April 2017,
serta guna memenuhi komitmen Pemerintah Re-
publik Indonesia terkait modalitas yang termuat
dalam Persetujuan antara Republik Indonesia dan
Jepang mengenai
perlu melakukan perubahan tarif bea masuk un-
tuk produk besi dan baja sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Ma-
suk dalam rangka Persetujuan antara Republik In-
donesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan
Ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta un-
tuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20086 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun
1895 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan

Suatu Kemitraan Ekonomi,’

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Ma-
suk dalam rangka Persetujuan antara Republik In-
donesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan
Ekonomi;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam rangka Persetujuan antara Republik Indone-
sia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI 'KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETU-
JUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal |

Mengubah tarif bea masuk produk besi dan
baja dengan pos tarif 7208.39.10 dan 7208.39.90
beserta uraian barang dan Description of Goods
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Ma-
suk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indone-
sia. dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No-
mor 348), sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
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pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1

(2)

Pasal Il

Pengenaan bea masuk atas barang impor ber-
dasarkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal |, berlaku atas impor barang yang
dokumen pemberitahuan pabean impornya telah
mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran
dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhi-
‘tung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri
ini.

Peraturan Menteri ini mulai bertaku setelah 7 {tu-
juh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
SRi MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta -
pada tanggal 15 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

« REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG |

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 66/PMK.03/2017,
tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang :
a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengha-
pusan sanksi administrasi bunga yang terbit
berdasarkan Pasal 19 Ayat (1} Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pene-
tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang, telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 289/
PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Ad-
ministrasi Bunga yang Terbit. Berdasarkan Pas-
al 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di-
ubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009;
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